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Pel_id_gh;lluan

Tanggal 5 Juli 2004 merupakan momentum
vang  ‘paling bersejarah  dalam
kelangsungan hidup bangsa Indonesia ke
depan. Mengapa demikian? Karena pada
hari it 'untuk yang pertama kali bangsa
Indonesia-memilih presidennya secara
lengsung sejak kemerdekaan Indonesia
1945, Untknya lagi pemilihan putaran
pertama pilpres (pemilu presiden) ini dinilai
pula oleh berbagai pengamat lokal maupun
asing .sebagai pemilu yang aman.
Pertanyaan kemudian yang muncul, apa
pentingnya presiden dipilih secara
latigsung? Dan apa pula hubungannya
antara . hasil pemilihan dengan
kelangsungan hidup bangsa Indonesia ke
depan?

- Dalam sistem pemerintahan de-
mokrasi presidensiil seperti Indonesia,
kedudukan presiden sangat penting, meski
kata demokrasi {pemerintahan rakyat)

masih debatable.! Amerika, hingga saat
ini masih dijuluki kampiun demokrasi pun
hanya diatur oleh sekelompok kecil yang
disebut elite. Gaetano Mosca, seorang
teoritisi elitisme dari Italia mengatakan
bahwa elites would govern all societies
as they posses arganization and unity of
purpose® . Inilah fakta dasar dari setiap
sistem pemerintahan dalam sistem peme-

' Perdebatan mengenai apa itu demokrasi

wasih terus berlangsung dalam khasanah ilma ..

politik.

?  Sejumlak nama berikut dikenal sebapai
teoritisi elitisme: Vilfredo Pareto, Roberto
Michel (yang masyhur dengan The Fron Law
of Oligarchy-nya, Joseph Schumpeter (yang
lebih dikenal sebagai seorang ekonom) dan
Jose Ortepga Y.Gasset. Yang terakhir ini
bahkan menyalahkan massa bukan elite
sebagai penyebab timbulnya fasisme di
Spanyol,
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' 3rmtahan apapun apatah Iagi yang ber-”

o _nama demokrasi.

_.Menurut Laswell adalah kenyataan_

: bahwa masyarakat senantiasa terbagi

- .menjadi dua: elite (yang memerintah) dan_'_._z_j masahmen_]adl_;usnfd{ambagihaszipemiehan :

massd (yang dipermtah) Mulai dari bangsa':" suara terbanyak dalam pemilihan demokratis

yang paling terkebelakang hingga negara - “harus dipegang teguh sebagai amanah

vang paling maju sekalipun,® termasuk
- dalam sistem pemerintahan apa pun, Pe-
-merintah selalu dijalankan oleh sedikit or-

-ang?, 4 baik atas nama yang sedikiti mi satu:
" - orang atau masyarakat luas. Dalam tulisan

Robert Dahl, “Who Governs? mengazakan
“Thekey, polmcal economic. and social

dec:sxons .are made by tmy niinorities”> -

: - 'membawa rasa tanggung jawab presiden -
“terhadap fakyat semakin besar pula. Dan -
- .fkeempat, memberikan kesempatan kepada

Terlepas darl kontmversx di atas i}

bahwa di negara demokrasi premdensui

apalagi presidennya dipilih langsung oleh

rakyat, kedudukan presiden sangatlah
penting. Seperti di beberapa negara mod-
ern lainnya, presiden memainkan peran
utama. [a bertindak bukan hanya sebagai
pengambil keputusan eksekutif melainkan
sebagai innovator atau pencipta kebijakan
baru untik menyelesa:kan berbagai
masalaly besary yan g dihadapi masyarakat .
Kegagalan seorang presiden dapat meng-
akibatkan sistem demokras; ttu sendm
terbawa hanyut '

Seteiah melafu: pemlhhan pres:den.
langsung dalam dua kali putaran ftwo round
system), sudah dapat diprediksi be-tapa

Nur.. Rachmat Yuliaatore, .. Siapa - qu;zg
Memerintah Amer ika? (Yug,yakarta F]S|p
UGM, 1998)

.Baik dikendalikan di tangan satu orang {one
~man show alias diktator) presiden atau
beberapa orang sebagai assistant of president

' Robert A. Dahl, Modern Political Analysis,
(India : Prentice Hall, 1972)

¢ R. William Liddle, Pemilihan Presiden
Langsung dalam  Menata Politik Pasca
Reformasi, (Jakarta : KIPP Jakana, 2000).

 besar legitimasi kekuasaan presiden .lr'tdb'l' :
‘mesia:. pasca pilpres 2004. Leg:t:mas;
. (dukungan) kekuasaan (power) yang begm: :

kuat jangan sampai dinodainya sendiri.”
Adagium people voice is god voice yang"

rakyat dan amanah Tuhan.,

Berbagai kelebihan yang dimiliki -

“:presiden yang dipilih secara langsung, di
-antaranya. Perrama, kepastian politik iebzh "

terjamin. Kedua, partisipasi politik rakyat. :_

dilibatkan menentukan secara 1angsung

presidennya. -Ke_ra‘ga, secara psik_o_lo_gig

para kandidat presiden mengkampanyekan
visi, misi dan program apa yang akan di-
agendakan pasca kemenangannya se-
bagai presiden. Dengan demikian ma-
syarakat akan semakin cerdas niemilih
presidennya, tidak lagi didasarkan pada
emosional atau irrational choice melain-
kan rational choice. Sebaliknya presiden
tidak lagi dibebani Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) seperti selama ini, yang
bukan tidak mungkin bertentangan dengan
visi, misi, sikap, keyakinan politik pribadi
serta. kebijakan partai sang presiden yang
boleh jadi lebih inovatif. s

‘Siapa pun yang menjadi presiden
Indonesia ke depan, diharapkan akan
mampu menjadi “dokter” bagi * ‘penyakit
kronis” bangsa ini baik moril maupun...
materil, Bangsa kita sedang sakit dan rusak
parah bagai layaknya masyarakat jahiliyah
di zaman Nabi Muhammad SAW. Agak
lebih halus meminjam istilah Huntington
menyebutnya changing societies
(masyarakat yang sedang berubah) , Eep

7 Semuel P.Huntington, Political Order in
Changing Societies {Yale : Yale University
Press, 1983)
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Saifullah menjuluki republik tanpa publik®,
Liddie ‘menggambarkan ibarat sampan
dalam badai dihempas angin yang
berubah-ubah arah,” sedangkan Sorensen
menyebumya demokrasi beku (frozen de-
mocracy -

5% Karena itu Indonesia tidak
memeriukan obat ala ponstan atau
anasrecy yang sekedar menghentikan rasa
sakit untuk sementara, tetapi tidak
menyembuhkan penyakit itu sendiri. Obat
yang diharapkan adalah obat yang dapat
mengobati penyebab penyakit hingga ke
akar-akarnya. Bahkan jika perlu melakukan
amputasi pada bagian-bagian tertentu
guna menyehatkan bangsa ini ke depan.
Obat;yang baik tentu berasal dari dokter
yang baik dan profestonal bukan dokter
yang memburu target komisi dari
perusahaan : obat tertentu meski kurang
cocok dengan penyakitnya, akhirnya
semua. penyakit diobati dengan
amoxicillin. Dokternya adalah presiden
Indonesia terpilih.

Slapapun yang akan ditakdirkan
Tihan menjadi presiden Indonesia pasca
pllpres 2004 harus mempunyai tekad yang
kokoh, l\uat punya komitmen dan
integritas” yang tinggi kepada bangsa
dan . negara, guna menghadapi
permasalahan yang begitu kompleks dan

¥ Eep Saifullah, dalam, Platform Pemenangan
Pemily 2004, {Jakarta : Lembaga
Pemenangan Pemilu DPP-PKB, 2004, hal,
4}

Y William ELiddle, loc.cit

" George Sorensen, 1993, Democracy and
Democratization: Processes and Prospects in
a Changing World, (Tanpa Kota 1 Westview
Press, 1993).

multi dimensional.’ Ada dua segmen

besar yang akan dihadapi presiden Indo- -

nesia terpilih: masyarakat Indonesia dan
masyarakat internasional. Di dalam negeri
akan menghadapi tiga musuh sekaligus
yakni kelompok reformasi, kelompok

revolusioner dan kelompok status quo.
(konservatif)."* Sedangkan masyarakat

internasional, tekanan internasional

dengan era globalisasi sekarang siap

menerkam bangsa kita jika tidak memiliki ©
nahkoda yang brilliant. Bahkan bukan
tidak mungkin bangsa Indonesia akan

tergusur menjadi penonton atau budak di
negeri sendiri, seperti layaknya suku
Aborigin di Australia, suku Indian di
Amerikadll.® '

®  Sikap masyarakat Indonesia mcnynngsoﬁg

agenda pemerintahan pasca pilpres dapat
dibagi ke dalam tiga golongan; (1) golongan
optimistis menilai siapa pun presiden RI 2004~
2009 akan mampu mengatasi berbagai prob-
lem bangsa yang semakin krusiat; (2)
Golengan pesimistis menilai siapa pun yang
akan menjadi presiden periode ini tidak akan
mampt menyelesaikan masalah bangsa, kalau
tidak sama dengan yang lalu justru akan
memperparah problem bangsa ini, mengingat
tidak satu pun pasangan kandidat dalam
kampanyenya mengusung tema tentang
pembangunan indonesta seperti tercantum
dalam alinea ke-4 UUD 1945, karena itu
menurut Baharuddin Aritonang, anggota
DPR-MPR kepada Eramuslim 29 Juni 2004,

bahwa kondisi politik Indonesia pasca pilpres.

pelum menentu alias masih buram; dan {3)
golongan Apatis yang tidak mau peduti siapa
pun yang menjadi presiden akan siap
menghadapi kenyataan dan bersikap biasa-
biasa (pasrah}. Kelompok terakhir ini
umumnya memilih menjadi golput.

2 Samuel P.Hungtinton, foc.cit

? Contoh dari kedua suku di atas yang tadinya
sebagai owner berabah menjadi worker dan
termarginalkan di negerinya sendirt.
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"Agenda BesarPemenntahan o

T Béberapa agenda besar yang harus

jakan oleh pasangan pemenang
..:pllpres sebagal pertaruhan legitimasi
: masyarakat bangsa yang dlsandangnya
“di. antaranya .melanjutkan, agenda
freformasx me!akukan inovasi perbalkan
) 1y dengan | '_':_-hal baru. dan tidak jadi
- “soaljikar memru negara ]am yang berhasxl

b N1 pentmg, menglngat
'penataan pem intahan pasca pilpres 2004
tidak ‘lagi didasarkan pada GBHN
melainkan lebih pada visi, misi serta ac-

tion plan dari pasangan presiden terpilih.
Terlepas plus-minus dari sistem ini,
pemimpin Indonesia pasca pilpres 2004
harus berani merombak, merevisi,
mengamputasi berbagai sistem dan agenda
yang hanya merugikan bangsa Indonesia.
Beberapa agenda besar bangsa yang harus
mendapat petlakuan khusus dan praontas
utama di antaranya £

Reformas: Ekonamt Perubahan
arah ¢konomi global tampaknya tidak akan
berubah dalam waktu dekat. Untuk
kebanyakan bidang ekonomi, perdagangan
terbuka:dan investasi.bukaniah sebuah
pilihan; ‘melainkan sebuah keniscayaan,
atau keharusan Liberalisast akan terus
tumbuh semarak secara umlateral reg:ona]
dan: global. Menyalurnya aset finansial
yang terus menmgkat ke dalam investasi
adakah tantangan “vang sedang dxhadapa
oleh ‘pemerintahan di seluruh dunia.
Berbagai gangguan dan penyimpangan
yang memboncengi bantuan tersebut akan
mengguncang perekonomian dalam negeri.
Gangguan dan penyimpangan dapat
berupa fluktuasi t_ak terduga dalam siklus

'_bukannya Jjaim Ua azmage) meskt_hancur _

perdagangan’ global,'* ‘yang’ akan -
mempengaruhi semua harga pasar,”
termasuk- kebutuhan dasar masyarakat,
Gangguan “lain " adalah “‘membuat

ketergantungan dan penghambaan bangsa
ke pemilik hegemoni ekonomi dunia;

membunuh perekonomian rakyat yang
ndak mampu berkompetisi dengan produk :
asing, baik dan kuahtas maupun daiam !
harga -

OIGh karena itu siapa pun preszder:
terpilih mendatang harus ‘merumuskan:
agenda ekonomi:yang mendahulikan
kepentingan rakyat’ (pengusaha kecﬂ}
ketimbang konglomerat serta memproteksi
perekonomian Indonesia dari berbaga:
pengaruh ekonomi global yang merusak -
sistern ekonomi rakyat. Dengan kata lain -
perdagangan internasional diperlukan;
selama tidak merusak dan mengganggu
sistem perekonomian rakyat yang akan
menyengsarakan rakyat Indonesia. Tidak
mengimpor berbagai komoditi dari luar
negeri selama stock dalam negeri masih
tersedia adalah cara terbaik melindungi
para pengusaha kecil dalam negeri sambil
menjalankan proses intensifikasi dan
ekstensifikasi. guna memperbaiki . mutu
hasil-hasi] komodm ekonomi rakyat,

~ Bukankah sebagian besar pelaku
ekonomi rakyat Indonesia dikuasai
pengusaha berskala kecil, menengah dan
koperasi? Ketiga komponen ini merupakan
ujung tombak perekonomian Indonesia.
Namun sangat memprihatinkan karena
jumlah pengusaha kecil dan menengah..
relatif banyak dan sebagai penyumbang
lebih dari sebagian produksi nasional,

¥ Dijisman S.Simanjuntak, “"Ekonomi Indone-
sia: Menunda Reformasi Setahun lagi”, dalam
Chsis and Peter Van Diermen Manning, /n-
donesia in Transition, Social Aspects of
Reformacy and Crisis, {Singapore : Institute
of Southeast Asian Studies, 2000)
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'tctépi hanya menguasai sebagian kecil aset
produksii--

wiizBerdasarkan data tahun 2000
memperlihatkan 43,25 persen dari produksi
nasional dibentuk oleh 0,005 persen dari
seluruly perusahaan yang ada di Indone-
sia;:Jumlah tersebut adalah 1.956
pengusaha besar. Sedangkan bagian
terbesar, yakni 99,99 persen sisanya, atau
sekitar 39,04 juta yang terdiri atas
peng_us_ah_g kecil dan menengah yang ada
di Indonesia hanya menguasai sekitar
56,75 persen dari produksi nasional.
Kelompok 0,005 persen adalah kelonipok
usaha besar dan sangat besar. Sedangkan
99,86persen adalah kelompok UKM dan
usaha kecil sekali (mikro). Sementara itu
struktur dunia usaha memperlihatkan skala
UKMdan mikro menyumbang lapangan
kerja 99,49 persen.'s

Reformasi ekonomi Indonesia ke
depan harus berorientasi pada ekonomi
rakyat {ekonomi kerakyatan) baik dalam
konsep -maupun implementasi. Semua
kebijakan diabdikan untuk kepentingan
ekonomi rakyat, bukannya ekonomi
kapitalis. yang menguntungkan
konglomerat. Tak terkecuali regulasi
bidang usaha besar dan sangat besar
harus tegas dan berwawasan kebangsaan,
disertai sanksi yang berat bagi pihak vang
melanggarnya. Dimaksudkan agar para
mengusaha besar tidak Thanya
mengutamakan keuntungan semata (profit
orientied) lalu dengan sadis menginjak-
injak hak azasi ekonomi rakyat kecil.

Melakukan impor seenaknya serta
menyimpar dan melarikan modal-modal

Lembaga Pemenangan Pemilu DPP-PKE,

© Platform  Pemenangan  Pemily 2004,

(Jakarta : Lembags Pemenangan Pemilu
DPP-PKB, 2004).

mereka di bank-bank asing, baik dalam

suasana damai maupun dalam kondisi. -

ketidak-stabilan politik. Tindakan ini jelas-
jelas merupakan bentuk pengkhianatan
dan tidak loyal terhadap bangsa dan
negara serta semakin menghancurkan
perputaran harga dan uang /modal dalam
negeri. Pemerintah hendaknya membuat
aturan ketat terhadap pelaku demikian dan
membuat kebijakan ekonomi Indonesia
diabdikan uatuk kepentingan ekonomi
rakyat bukan mematikan ekonomi rakyat.

Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam merumuskan platform
ekonomi Indonesia pasca pilpres 2004,
Pertama, mempercepat pemulihan krisis
ekonomi bangsa dengan mengurangi
ketergantungan kepada kekuatan luar,
melalui pengurangan hutang-hutang fuar
negeri. Kedua, memanfaatkan dan
mengelola asset negara secara profesional
dan  bertanggung jawab untuk
kesejahteraan rakyat. Ketiga, mengurangi
kesenjangan kehidupan rakyat antar
daerah; dan Keempat, menumbuh-
kembangkan dan memberdaya kan
kegiatan ekonomi rakyat, terutama
kegiatan pertanian, kehutanan dan
perikanan dan koperasi.'® '

Good Governance dan Clean Gov-
ernment; Pemerintahan yang baik dan
bersih dapat diukur dari tingkat
penyimpangan yang terjadi di dalam
sebuah struktur pemerintahan. Semakin
tinggi tingkat penyimpangan dari
tanggung jawab pemerintah sebagai
pelayan masyarakat, akan berbanding
lurus dengan kegagalan sebuah
pemerintahan. Untuk menghindari sebuah
pemerintahan yang bobrok dan
penyalahgunaan kekuasaan, dibutuhkan
sebuah pemerintahan yang profesional;

% Lembaga Pemenangan Pemilu DPP-PKB,
ibid
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kinerja: maupun perangkat -regulasi-dan
-sanksiyang-menyertainya-harus ditaati
sungguh-sungguh oleh 'semua aparatur
pemerintah. Pemerintahan yang baik (good
governance) ditandat dengan tiga: pilar
elemendasar yang saling berkaitan satu
denganilainnya:adalah: transparanm,
parhsxpas: dan akuntablhtaS” o

. Hampu’ semua ilteratur peme—
rmtahan memben&rkan _bahwa baik
' buru%\nya kmerJa 'pe_ htahan sangat
ditentukan oleh pemimpinnya. Kalau di
Indonesza oleh Presiden: -sebagai kepaIa
negara: sekallgus sebagai kepala:peme-
rintahan.  Presiden harus manageble dan
memilki' jiwa enterprenuership, profe-
sionalisme, keteladanan, punya prinsip dan
komitmenmoral yang tmggl berpxhak dan
peduh rakyat. : :

_ Dcngan dem:klan dalam meru—
muskan platform politik demokratisasi
ydng, ideal diarahkan kepada lembaga
negara, birokrasi, militer dan sipil agar
selaras dengan rancang bangun pengu-
atan civil society. Mengingat presiden
tidak lagi dituntun GBHN, sehingga
memberikan peluang seluas-]uasnya bagi
presiden untuk ber1mpr0v1sa51 membuat
sebuah masrerplan atau kebijakan yang
lebih mensejahterakan dan menguatkan
rakyat.Belajar dari masa lalu dan negara-
negara lain yang-sukses melalui studi
perbandingan yang telah’ menghabiskan
milyaran dana rakyat, saatnya dibumikan
di Indonesia. Melibatkan semua komponen
bangsa dalam berbagai level, untuk ikut
memberikan masukan merupakan sebuah
langkah yang bijak. Dengan demikian
kekeliruan dan keberhasilan seorang

7 Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Perwujudan Kepemerintahan
Yang Baik, {3zkarta : Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, tahun?)

presiden tidak dipikulnya-sendiri, tetapi
menjadi tanggung jawab seluruh bangsa;: -

:Mekanisme bortom-up di lingkup
kerja masing-masing, job-description yang
jelas, delegation of autority; division .of
power, transparansi dan -akuntabilitas
publik bagi seluruh pejabat publik, periu
dirumuskan mekanismenya secara jelas
dan transparan-sehingga publik bisa
men geva]uasz para pejabatnya.

Berdasarkan hasxi amandemen
UUD1945 mcnyebabkan ter_;admya pe-. :
nguatan kekuasaan legislatif. Hal demikian
bukannya t:dak membawa permasalahan
tersendiri. ya:tu bergesemya kekuasaan
pemermtahan dari executive heavy ke leg—
islative heavy. Pergeseran ini menye-
babkan kekuasaan eksekutif dan legislatif
menjadi tidak seimbang. Akibatnya,
lembaga eksekutif tidak dapat menjalankan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya
secara optimal. Ke depan dengan presiden
terpilih langsung oleh rakyat presiden dan
parlemen masing-masing mempunyai hak
veto, memaksa lembaga satu dengan yang
lainnya saling menghormati, mengawasi
{check and balances) dan memperhatikan
tuntutan rakyat, tidak saling intervensi
antar lembaga, legislatif tidak bertindak
sebagal eksekutif dan juru bicara
pemerintah atan sebaliknya presiden
{eksekutif) bertindak selaku legislatif,

Pengalaman buruk pasca reformasi
terjadi semacam excessiveness dari
parlemen sehingga seakan-akan terjadi
overlapping antara legislatif dan eksekutify
Eksekutif dan yudikatif merasa saling
intervensi. Ini tidak lain karena pembagian
tupoksi dan kewenangan tidak jelas dan
sengaja disamarkan agar mudah saling
tuding ketika terjadi penyalahgunaan
kekuasaan. Presiden ke depan hendaknya
mengambil pengalaman ini sebagai
peiajaran berharga dan tidak akan terulang
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kembali. Presiden harus memilki kebebasan
- dan powerfull dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Meski adagium yang
meng'at"éikan “power tend to corrupt”’ tetap
harus selalu diwaspadat.

Oleh karena itu tanpa mengabaikan
pengawasan internal, lembaga kepre-
mdenan dan pemerintahan tidak boleh
kembah disakralkan dan unfouchable
(tidak tersentuh) dari hukum dan kritikan
Pt . mengingat sistem yang ada
sekarang belum bisa menghasilkan rep-
* resentativeness yang betul-betul mampu
menjadi pengawas. Agar masyarakat
melalui wakilnya di legislatif, pers, lembaga
independen dll. dapat mengontro! dan
memantau kinerja pemerintahan secara
efektif; maka sangat diperlukan adanya
mekanisme pengawasan melalui UU
beserta “aturan lainnya, termasuk
mewajibkan setiap lembaga pemerintahan
membuat situs di internet. Presiden dan
legislatif harus sadar bahwa mereka dipilih
rakyat. Agak berbeda dengan jabatan
karier atas upaya pribadi dari pgjabat itu
sendiri. Dengan demikian sebagai pejabat
politis harus lebih sungguh-sungguh
menjadi ‘abdi masyarakat bukannya
menjadi majikan atau tuan dan nyonvya
masyarakat.

_ Legitimasi kekuasaan vang begitu
besar diperoleh presiden karena dipilih
langsung dari rakyat tidak lalu berarti
presiden Indonesia aman dari rongrongan
rakyat. Banyak contoh pemerintahan
negara-negara lain yang presidennya tidak
mampu menjaga amanah rakyat, sehingga
berakhir dengan tragis melalui impeach-
ment {pemecatan), digantung, diasingkan,
dikudeta dsb. Amanah ini akan dinilai dan
dievaluasi nantinya melalui kinerja
pemerintahan yang dipimpinnya, apakah
berpihak rakyat atau tidak.

Untuk memelihara legitimasi

presiden mendatang, hingga berakhirnya - -

periode kepemimpinan siklus lima tahunan,
beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh
presiden dan kabinetnya. Pertama,
diperiukan manajemen professional oleh

seorang presiden, termasuk merekrut -

anggota kabinet bukan sekedar
mengedepankan power-sharing (bagi-
bagi kekuasaan) anggota koalisi partai

semata, tetapi juga menempatkan orang-

orang yang betul-betul profesional, ca-

pable, acceptable, credible dan account-

able schingga tidak menuai kecaman publik
sepanjang pemerintahan. Kedug,
merumuskan mekanisme kontrol melalui
UU yang mengikat diri presiden dan publik,
agar masing-masing memahami hak,
kewajiban dan tangpgung Ja\vabny_a_.
terhadap bangsa ini. Presiden tidak
menyalahgunakan kekuasaan, sebalikaya
publik tidak over-acting dalam
mengevaluasi, mengoreksi, mengkritisi dan
mengawasi presidein.

Reformasi Birokrasi, Mesin
kinerja pemerintahan disebut birokrasi.
Birokrasi ke depan harus berorientasi pada
public service, bukan berorientasi pada
kekuasaan seperti sekarang ini. Untuk
menghindari birokrasi digunakan oleh
kekuatan politik tertentu seperti di masa
Orde Baru dan untuk meningkatkan
kualitas birokrasi, maka depolitisasi
birokrasi adalah pilihan yang paling tepat,
Di negara-negara modern, birokrasi bisa
berjalan baik di antaranya karena steril dari

politik praktis, namun harus profesional -

dan meritokrast.

Pemikian halnya dengan birokrasi
militer. Pada prinsipnya demokrasi sejalu
menghendaki apa yang disebut demilita-
rization of the political practice (militer
harus bebas dari politik praktis). Militer
profesional harus ditempatkan pada posisi
yang semestinya yaitu pertahanan dan
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- - keamanan. Penghapusan ideologi mili-
teristikodalam birokrasi sangatdiperfukan
'melalu; perundang,-undangan dan aturan
‘yangitegas dan. jelas, -mengingat pen-
dekatan keamanan di Indonesia pada
“prakteknya masib: sangat. kuat. Bahkan
politik di -Indonesia masih: militeristik
seperti kecenderungan membentuk satgas-
'Satﬂab Ié\ . .

Reformas: Hukum Hukum dalam
: konteks kenegaraan adalah. kesepakatan
N :nd:wdu ‘dalam’ masyarakat mende-
' iegas:kan sebagtan hak- haknya kepada
{pcmermtah} Dengan kata fain
aturan. yang d:sepakatl antara negara
dengan rakyat unfuk mengatur batasan
hak dan kewapban masing-masing. Dari
perspektlf filsafat hukum, hukum
sesun gguhnya merupakan garis pembatas
kedau]atan rakyat dengan kekuasaan
negara Pada’ sisi ini negara memiliki otoritas
uniuk membuat dan memaksakan
pember]akuan hukum berdasarkan
kesepakatan rakyat. Di sisi lain negara
harus pula tunduk-pada batas-batas hukum
yan,(:, dlsepakata rakyat {masyarakat).

. lnunyd hukum diandaikan sebudil
rel” dari ¢ gerbong penyelenggaraan
negara dan pemerintahan (aktivitas politik).
Hukum adalah “rel” dan politik adalah
gerbong"“ Iromsnya di Indonesia,
paradigma hukum dan politik justru
terbalik. Hukum di Indonesia bukanlah
menjadi landasan yang menentukan dan
mengarahkam kebyjakan politik serta dasar
bagi penyelenggaraan kenegaraan dan

pemerintahan pada umumnya, meiamkarx'

*# Lembaga Pemenangan Pemilu bep- PKB
op.cit )

Y ibid

hukum merupakan instrumen, _ba_hkah :
‘menjadi produk kebijakan politik: Hukum

diciptakan-sesuai kepentingan politik,

Politik masih jadi panglima. Padahal Indo-

nesia adalah recht-staat (negara hukum)

bukannya maachi-staat (negara ke- -

kuasaan), di mana suharusnya hukum
men_]acil panghma di atas kekuasaan. Oleh
karena itu harus ada reformas: hukum
bcsar—besaran melatui agenda pres:den
mendatan;2 agar hukum di masa Orde Baru,
sebagian orang menila ma31h ter_;ad: d{ era

Megawati sebagat Orde Bari babak kcdua' -

tldak tékulang kembah

. Menurut Prof.DR. Moh Mahfud
MD. ada lima ciri dasar dari hukum Orde
Baru. Pertama, semua hukum berasal dari
lembaga negara dan eksekutif. Pada zaman
pemerintahan Soeharto tidak satu pun
produk hutkumn yang lahir dari inisiatif. DPR
dan tak satu pun produk hukum yang
lotos kalau presiden Socharto tidak setuju
serta tidak satu pun produk hukum yang
tidak lolos kalau presiden Socharto
menginginkannya. Kedua, matert hukum
selalu bersifat positivistic instrumen-
talistic, dalam arti menggambarkan apa
yang dikehendaki oleh penguasa, bukan
menggambarkan apa yang dikehendaki
masyarakat. Ketiga, hukum yang dibuat
Orde Baru adalah hukum yang bersifat
open interpretative. Artinya terbuka untuk
ditafsirkan, tetapi tafsir yang d1anggap
benar adalah tafsir yang dibuat penguasa.
Keempar hukum yang bersifat ortodoks,
yakni lebih mengutamakan program dan'

kebijakan di atas aturan resmi. Jika aturan-

hukum bertentangan dengan program
pemerintah, maka aturannyaz yang
dilanggar. It banyak sekali yang terjadi
dalam hukum agraria menyangkut
pembebasan tanah. Dan kelima, di dalam
aturan hukum ortodoks, penegakan hukum

mengutamakan perlindungan korps. Kalau

ada kasus misalnya, yang ditakukan oleh
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- 'an&gota korps pe_;abat b:asanya kasusnya
' 'dximdungl ' :

. ! Pcnegakan hukum d; Indonesm
mablh..berkutat sekitar law enforcemem

yang ortodoks. Masih jauh dari harapan

pen_egakap hukum berkeadilan (justice
enforcement). Bérapa banyak koruptor

- besar: yang diberikan vonis bebas, seperti
- _Joko 5. Chandra, diikuti dengan praktek

kolusi para hakim dengan tersangka (kasus
yang terjadi di pengadilan Jakarta Selatan),

o putusan-kontroversial -atas kasus PT.

AJMI (Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)
dengan PT. Dharmala Sakti Sejahtera;
drama pengadilan kasus Buloggate II
dengan terdakwa Ketua DPR-RI' Akbar
Tah'djung, keengganan  presiden
Megawatx untuk merespon secara positif
laporan KPKPN (Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara) atas
kasus Jaksa Agung MA Rahman; sampai
pada pemberian ~release & discharge
{R&D) atau pemberian pengampunan
hukum kepada obhgator/debetur yang
nmienerima fasilitas” BLBI (Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia) dil. makin
memperkuat demoralisasi hukum '

_ Menurut Karl D.Jackson, untuk
mcraforma_s: hukum diperlukan sekurang-
kurangnya dalam dua aspek yaitu fegal
structure dan legal culture. Struktur
organisasi hukum seperti kepolisian,
kejaksaan, kehakiman, bea cukai, KPKPN,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi
harus dibenahi dan diawasi. Baik dari sisi
aturan perundang-undangan, aparat
madpun instrumen hukumnya harus
diabdikan untuk penegakan demokrasi dan

® o Prof.Dr, Moh.Mahfud,MD dalam Platform
Pemenangan Pemilu 2004, 2004, (Jakarta :

LPP-DPP-PKB, 2004)

op;cit

menjamin hukam yang berpihak bagi rasa -
keadilan masyarakat bukan penguasa, i

Ada banyak peker_;aan rumah yang b

menyangkut reformasi hukum yang harus
dibenahi presiden terpilih 2004. Paimg' '
tidak, menancapkan fondasi-fondasi,. dz_'-.'
antaranya; law enforcement agency, '
pemberantasan KKN, reformasi bidang
hukum (reformasi konstitusi dan aman-

demen UUD 19435) secara benar, Kom;s: o
Konstitusi yang independen, merevisi dan’ L
memangkas atauran hukum yvang ber-_: o

tentangan dengan kepentingan nasional;
penegakan hukum yang berkeadila_n;”
advokasi hokum, penegakan hukum pro- -
gresif bukan penegakan hukum ortodoks;
penuntasan dan ‘penegakan kasus pe-.
langgaran HAM. 20

_ Adapun pernbahan legal culture
(budaya hukumj}, menyangkut perubahan
prilaku aparat penegak hukum (law en:
forcement agency behaviour); keimanan,
keteladanan, mentalitas, dedikasi, inte-
gritas, komitmen moral, loyalitas pada
tugas negara serta moralitas aparat:
Sejauhmana aparat hukum terhindar dan
prilaku-prilaku merusak citra lembaga
hukum di Indonesia? Seperti pilih kasih;
berpihak ke penguasa, pengusaha dan or-
ang berpunya, melakukan kolusi, korupsi,
nepotisme, pemerasan, pungli {pungutan
liar), menghekum orang yang tidak
bersalah sementara membebaskan orang
yang bersalah karena disuap atau kepen-
tingan poelitik dil., menjadi backing

perjudian, prostitusi, sindikasi curanmor....

(pencurian kendaraan bermotor), penye-
lundupan, pengedar maupun pemakai
NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika
dan Zat Adiktif), baik dari barang bukti
maupun dari peredaran bebas. '

Akan tetapi perubahan struktur
tanpa dibarengi perubahan kultur hukum,
hasilnya tidak akan signifikan. Pengem-
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: bahan cxtra penegakan hukum dl Indone- -

- sia men.;adl tututan ;mutlak: bag: peme-
rintahan ke depan, gnna menghmdara
perad:ian JaEanan ahas ma:n hak:m sendm

Raformast Pendldtkan, Ke-
: terbeiakangan dalam_ bidang pendidikan
di Indonesia’ sangat ‘memprihatinkan.

Kalau--'sa_]a bxdang ini:tidak-mendapat

_-prioritas pada pres:den/pemermtahan

i mendatang, maka sistempendidikan di In-

donesia. akan terg,xias ‘oleh ‘sistem
pend:dxkan asing (Barat). Dan bukan tidak
mungkm pula suatu saat bangsa Indone-
sia akan menjadi penonton dan. budak di
negeri sendiri. Atau generasi muda kita
akan hancur oleh nilai-nilai asing yang
sesungguhnya sangat bertentanvan
dengan kultur maupun kepnbadlan bangsa
indonesm yang beradab dan rehgms

Oieh karena itu agenda perubahan
di bidang pendidikan ke depan hendaknya
terangkum-dalam tema-tema seperti
berikut: (1) pembaruan-model pembe-
lajaran; (2} peningkatan mutu pendidikan;
(3) pemerataan pendidikan; (4) pendidikan
murah; (3) pemberdayaan penyelenggara
pendidikan; dan {6) pembentukan
masyarakat beradab.

Kesetaman Guzder Gender (baca:
Jender) adalah fungm dan peran mdwldu/
sostal, yang melekat pada diri seseorang
berdasarkan konstruksx sosial kultural
yang dapat dlpertukarkan antara laki- iak:
dan perempuan, dari satu tempat ke tempat
laln dari waktu satu ke waktu lain, Kalau
laki- iaki bisa cerdas, memimpin kenapa
perempuan tidak bisa? Sebaliknya kalau
perempuan bisa mencuci, masak, laki-laki
juga bisa. Boleh tidaknya peran ini sangat
ditentukan daerah, kultur dan suku mana
mereka hidup. Gender berbeda dengan

kodrat.. Kodrat melekat sebagai. hukum .

alam yang tidak dapat dipertukarkan antara

laki-laki dan perempuan, sepertl melahir- . -
kan ‘mienstruasi, menyusui bagi perem-
puan membuahldil bagi lakx lakx Bk

Pembedaan peran yang terbentuk
olet_i _kanstruksL s_osnaI__ya_ng kebetulan _s_z_a_;a
mendominasi. masyarakat: sejak jaman
nenck. moyang kita secara kultural |
membentuk stereotyping - (peng!abeian),

bahwa peker_jaan perempuan berkutat d1_ :

tan_gga_an Memx_njam_ _1stalah KH_
Zainuddin, MZ, seputar.dapur, kasur dan
sumur.:Sementara laki-laki dilabelkan
sebagai pekerja di luar ramah, atau di sektor
publik.-Lama kelamaan perempuan
dianggap sub-ordinat serta menempatkan
perempuan . pada the second class.
Pekerjaan laki-laki dipandang lebih bemilaj
dan superior, terjadilah apa yang disebut
budaya patriarki {mendahulukan laki-laki),
dampaknya kemudian secara kultural pula
terjadi pembunuhan karakter (character
assasination) membuat perempuan kurang
percaya diri dan mendapat perlakuan
didiskreditkan  di mana-mana. Padahal
hadist rasul jelas-jelas mengatakan bagi
orang IsIam ‘maa akraman nisaa illa
Icarum wa ma aha na hunna illa
[azmuuzm (laki-laki yang menghormati
perempuan adalah faki-laki terhormat dan
laki-laki yang menghina perempuan adalah
laki- lakl terhina).

Permasalahan gender yang
mengemuka antara lain: Perfama, dalam .
bidang ekonomi, tenaga kerja perempuan
dinilai lebil rnurah dibanding tenaga kerja
laki-laki. Kedua, dalam bidang pendidikan,
perempuan dihalangi aksesnya untuk
meraih jenjang pendidikan yang lebih

#  Dra. Nurcahaya Tandang Assegaf,
SmHk,MSi., Kembalikan Hak Perempuan,
(Yogyakarta : Ombak, 2004)
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-.tmggs dan ketiga, ‘dalam bidang politik,
: -perempuan dihalangi-aksesnya untuk
-menjadx pem;mpm di berbagax level d]E

Kaum perempuan _]uga mengaiaml
:Lekerasah' batk verbal maupun non-ver-
:bai Kekerasau f sik, psﬁ{oiogis dan seksual
:batl\ di daiam negen maupun di luar negeri,
baik di rumah maupun di iuar negeri, baik
di sektor domestik maupun di sektor
_ publtk_ Seakan tidak adatempai yang aman

'K_onvenm PBB tentang “Peng-
hapusan Segala Bentuk Kekerasan dan
Diskriminasi terhadap Perempuan®, meski
telah diratifikasi dan diundangkan melalui
UU No. 7 tahun 1984 namun hingga hari
ini masah dtadops: secara setengah hati
dalam berbaga: perundang-undangan kita,
Terbukt: rancangan [JU Kekerasan Da_l_am
Rumah Tangga (KDRT/Domesz‘fc
V:o!ance) hingga saat ini belum disahkan
setelah sekian lama dibekukan di DPR-R1.
Karena ity pula tidak mengherankan jika
kekerasan terhadap perempuan: pelecehan
seksual, ‘perkosaan, kekerasan seksual
yang terjadi antar anggota keluarga,
perlakuan terhadap tenaga kerja wanita
{TKW) Indonesiadi luar negeri yang tidak
manusiawi dll., kian menjadi-jadi.

_ " Oleh karena itu pres:den mendatang
harus men gembalikan martabat kaum
perempuan sebagai tiang negara, paling
tidak melalui langkah-langkah. Pertama,
meiakukan penghapusan undang—undang,
peraturan atau pasal-pasal . dalam
pér_at_pran perundang-undangan yang bias
gender; Kedua, mensosialisasikan dan
memperjuangkan kesetaraan gender di
berbagai bidang seperti: pendidikan,
ekonomi, politik, sosial dan budaya;
Ketiga, melakukan penyadaran gender
bahwa pemberian label superior kepada
laki-laki tidak lain adalah bentukan cul-
tural (budaya) dan memberikan peluang

bagi perempuan mengejar keterting- - -
galannya; Keempat, membuat kebijakan .-

menyangkut gender main-streaming: di
semua lembaga pemerintah dan no_:_i-'
pemerintah dengan menciptakan mana- -
jemen pemerintahan dan institusi negara
melalui-manajemen modern yang profe:
sional. Termasuk menyusun kabinet me-
nempatkan orang berdasarkan kompe-
tensi, kapabilitas-dan profesionalisme
sescorang tanpa melihat'perempuan-atap'
laki-laki; Kelima, mendorong percepatan
terwujudnya semua peraturan perun-
dangan-undangan bagi perlindungan
perempuan dart kekerasan fisik, psikelogis
dan seksual baik di dalam maupun di luar
negeri khususnya terhadap buruh m:gran
perempuan { TKW). SEI

Integrasi Bangsa: Bhineka
Tunggal 1ka adalah simbol pemersatu
bangsa yang harus dijunjung tinggi:
Menjaga keutuhan bangsa Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib
hukumnya bagi setiap anak bangsa. Bagi
Islam, kata-kata hikmah “hubbu! wathan
minal imaan” (membela tanah air adalah
bagtan dari iman. ) perlu dijunjung tinggi.
Gerakan menjaga keutuhan NKRI harus
berstfat top-down. Dengan kata lain harus
dipeloport dari atas 'melalui kebijakan,
regulasi perundang-undangan, keadilan
pembangunan , keteladanan elite negara,
kearifan lokal maupun nasional.

Bhineka Tunggal lka artinya
pluralitas atau keberagaman. Pluralitas
tidak akan lepas dari konflik, mengingat
pluralitas maupun konflik telah menjadi
sunnatuflah alias hukum alam (nanwral
law), sehingga tidak mungkin dihilangkan,
melainkan harus dihadapi dan dikelola.

Bagaimana pemerintah melakukan
manajemen konflik dan pluralitas tadi
melalui sedikitnya tiga cara. Pertama,
mencari akar permasalahan serla meng-
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L _:obatl setaap potensi maupun konfhk hori-.

_.zontal atauvertikal - ‘yang.telah terjadi.
' Banyak faktor penyebab konflik yang perlu
'_d1perhat1kan ksndak-puasan perlakuan
dari: pemermtah pusat ke daerah, kepen-

- tingan politik pihak tertentu: (pernecah

- konsentrasi sorotan ke presxden/peme—
rintah): atau: sebahknya merongrong
: _w:bawa dan kredibilitas pemerintah), ulah
provokator ak:bat frustrasi polmk Konflik
- dapatjuga: dlsebabkan intervensi ;pihak
""-'asmg, motif  bisnis (proyek kerusuhan)
motif-s; paransme dll:-semuanya: dapat

- 'merekayasa dan’ sengaja menghadlrkan

konflik: Faktor perbedaan suku, , 4gama, 1as,
antar golongan’ (SARA), meski sesung-
guhnya hanya :sebagai -sasaran antara,
rakyatlah yang menjadi tumbal. diperalat
secara tfdak sadar

Kedua mehbatkan semua.kom-
ponen bangsa (atau mungkin pihak asing)
serta pihak yang berkonflik dalam menye-
lesaikan'masalah. Danketiga, melakukan
berbagai tindakan pre-entive, preventive,
kurative serta melakukan usaha sungguh-
sungguh mencari akar masalah serta
melakukan faw enfocement yang tegas
bagi pihak yang terbukti sebagai pemicu
konflik serta melakukan upaya persuasif
maupun rekonsiliasi untuk kasus konflik
tertentu, jika pemerintah - dalam hal ini
presiden tidak-mau dicurigai terlibat se-
bagai sutradara konflik untuk kepentingan
politik dan manipulasi dropping dana-dana
konflik yang sengaja dihadirkan. Oleh
karena itu  pemerintah harus segera mencari
solusi. dengan melibatkan semua pihak
untuk berdialog dan menghmdara ke-
kerasan. Bukankah kekerasan tidak akan
pernah meryelesaikan konflik, bahkan
mereproduksi kekerasan dan sentimen
baru, :

o Seoraﬁg presiden adalah “bapak
bangsa”, Sementara daerah-daerah dan
warga negara adalah “anak-anak bangsa”.

Jika terjad; konflik yang berkepan_;angan_ -
maka ** bapak bangsa”-lah yang harus i in-
trospeksi diri; karena berarti gagal men-
didik dan mendewasakan anak-anaknya
Terkccual: gerakan separatls yang ‘telah -
ada sebelum pres:den terpilih dan. telah §
beraﬁl:am dengan negara lain tentu sa_)a
memeriukan penanganan khusus yang
serba kompfeks dan komprerehensnf g

Menmgkatkan Dtplomasz Lmzr _'
Negerz Indonesia adalah bagian.dunja.
internasional secara keseluruhan. Telah
menjadx aksnoma dan prinsip bagl politik .-
luar 1 negen bahwa kebgakan politik luar
negeri harus daabdlkzm untuk kepentmgan
nasmnal (po itik dalam negeri). Nanonal
interest adalah kepentmgan sepala- 1anya
Bahkan Inggrls lebih tegas lagi menem-
patkan poimk luar ncgermya di atas segaia-
galanya, right or wrong is my country.
John Kurt Jacobsen (1995) mengatakan
“A il politics are a’omemc

Ada perbedaan antara presxden-
presiden Indonesia meresponi tujuan
politik fuar negeri kita, khususnya me-
nyangkut orientasi foreign policy:
Soekarno dan Gus Dur mempunyai per:
samaan yakni memuiai orientasi politik luar
negerinya dari internasional-regional baru
nasional. Bahkan Soekarno bermaksud
mesm-pancasila-kan dunia sementara Gus
Dur pun demikian yakni terlebih dahulu
berdaplomas; melalui perangkat Henry
Dunant Centre (Januari 2000) dan H abibie
me[epaskan Timor Timur (TimTim), dlmana

Timor-Timur versi nasyarakat 1ntema—

sional khususnya PBB adalah non-se{f
governing terrifory” (wilayah tanpa pe-
merintahan sendiri). Dengan kata lain
hanya Indonesia secara sepihak mengklaim
bahwa TimTim adalah propinsi ke-27 waltu
itu, sehingga langkah Habibie ketika
melepaskan Timur Timur dinilai sebagai
prestasi internasional luar biasa,

12
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~Lain halnya Soeharto -memfor-
: mulamkan mobil nasmnal terlebih dahulu
- baru berdiplomasi ke WTO, sementara
Megawatl penye}esalan kasus pemboman
di Bali yang dinilai. mengadlh terorisme
mtemasmnal merebut simpati tersendiri di
mata internasional. Nah bagaimana dengan
premden mendatang'? D;harapkan mampu
meresponi_sistem globalisasi, yang kian
memopkkan negara—negara berkembang
: _sepertl Indonesna

Beberapa masafah dlpiomam luar
negen Indonesia yang perlu ditangani
seca_ra__scrlus Pertama, integritas NKRI di
mata dunia internasional terus merosot dan
akan mudah disusupi pihak asing pro-
separatlsme Kedua, kecﬂnya dukungan
luar negeri terhadap proses reformasi
politik dan ekonomi Indonesia, mengingat
agenda_reformas1 dinilai hanya basa basi
politik, mandek jauh dari harapan publik.
Ketiga, dalam kerangka hubungan luar
negeri, bilateral maupun multilateral, Indo-
nesia masih diperlakukan pada posisi
ketidak-setaraan dan ketidak-adilan dalam
konstelasi politik internasional. Dan
keempat, ketidak-mampuan para diplomat
Indonesia bermain di panggung inter-
nasional secara optimal. Julukan para dip-
lemat Indonesia di luar negeri sehagai dip-
lomat kebatinan sangatlah tepat, yakni
para diplomat kita dinilai hanya jago di
kandang sendiri, hebat dalam konsep,
namun setelah bertugas di luar negeri
idenya kemudian berpindah dari otak ke
bathin (di simpan dalam hati, tidak
dikemukakan). Nerveous and under-self’
confidence. Citra buruk ini harus ditepis
dengan menempatkan orang-orang yang
professional, selain diplomat karier juga
diplomat lintas karier namun memiliki nilai
plus untuk urusan luar negeri. Salah satu-
nya harus memiliki jiwa enterpreneurship
mempublikasikan Indonesia di luar negeri
secara benar dan proporsional simpatik.

Sebagai mata, telinga dan tangan IndoneQ B
sia di 1uarnegera S

- Oleh karena itu presiden mendatang
hendaknya ‘merumuskan kebijakan luar .
negeri dengan memperhatikan. (1) mene-
rapkan multi-track diplomacy; (2) mene- E
rapkan peran politik bebas-aktif dengan -
sebenar-benarnya; (3) .meningkatkén_ _
kualitas dan kuantitas diplomat handal; :

profesional, benntegras; dan berdedikasx'. N

tinggi, berpihak pada rakyat Indonesxa
jujur dan berahlak mulia. Tepatnya orang . -

yang memiliki intelectual question; - -

Intelectual-spiritual question, emotional
question, public question dan creativities
question. Serta tidak menjadikan jabatan
dlp!omat sebagat jabatan pembuangan
bagi mantan pejabat tinggi negara semata;
(4) membenahi Departemen Luar Negeri R]
serta perwaktlannya di luar negeri dalam
kerangka efektivitas dan efesiensi; (5)
Memperkuat aliansi dengan negara-negara
di dunia, baik dalam kerangka bilateral
maupun multilateral dalam sektor
ekopoisosbud dan investasi®® dan me-
nempatkan Indonesia sebagai negara
independen, tidak diintervensi dan
terombang ambing oleh kekuatan asing
mana pun, serta berani melawan segala
bentuk intervensi asing yang dinilai
mengorbankan Indonesia dan warganya,
seperti halnya sikap dan kebijakan
Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo
yang menarik mundur pasukannya dari
pasukan koalisi Amerika di Irak, demi
membebaskan scorang sandranya yang
nota bene bukan pejabat. Dimaksudkan
agar Indonesia wibawa dan disegani di
dunia internasional seperti di era Soekamo.

1

#  Lembaga Pemenangan Pemilu DPP-PKB,
loc.cit.
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' Penutup

'Banyaknya persoaian bangsa (muln-
a’:menonal) ‘yang - harus - dibenahi
menyebabkan . pula. padatnya agenda
pemenntahan pasca pilpres 2004, Presiden
Indonesia terpilih harus mampu memilah
agenda jangka pendek, menengah dan
jangka panjang’ ‘dengan 'mengacu pada
- skala prioritas; ( 1)manayang pentmg dan

-mendesak (2) ‘mana.yang pentmg tetapi
t:dak mendesak (3)1 mana yang mendesak
_letapi tidak pemmg, ‘dan (4) mana: yang
tidak: mendcsak dan tidak pentmg

_ Keptawxan seorang pressden
mendatang menjadi manager pemermtahan
yang bersih dap profesional, dlharapkan_
mampu mengangkat harkat dan martabat
bang,sa Indones:a d1 mata bangsanya
sendiri dan  di . mata _masyarakat

mtemas:onal WaliahuA’iam B:ssawab
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